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ABSTRAK 

Mahkamah Konstitusi telah memberikan kebijakan untuk menjamin 

konstitusionalitas sistem noken dalam Pemilu secara legal di Papua melalui Putusan 

Nomor 47-81/ PHPU.A-VII/2019 dengan syarat tidak berlaku secara umum, bersifat 

lokal dan konkret, tidak melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil. Meskipun 

telah ada legitimasi sistem noken dalam pelaksanaan Pemilu, perselisihan penetapan 

perolehan suara masih terjadi karena sistem noken tidak menerapkan secara 

prosedural praktik demokrasi di Indonesia. Carel Simon Petrus Suebu, S.E. 

mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan 

Mahkamah Konstitusi telah memutus dengan putusan Nomor: 07-33/PHPU-

DPD/XVII/2019 tanggal 5 (lima) Agustus 2019. Amar putusannya adalah 

mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat 

diterima. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai sistem Noken di Papua dalam demokrasi Indonesia, agar 

masyarakat memahami bahwa penerapan sistem Noken di Papua tidak bertentangan 

dengan konstitusi dan tujuan dari demokrasi. Metode penelitian yang digunakan 

adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kasus Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti 

adalah melalui secara prespektif dengan menggunakan metode yuridis normatif, 

bahan hukum yang telah diperoleh diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa 

kemudian ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian yang di dapat adalah 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/201 tidak keluar dari 

jalur demokrasi Indonesia karena sistem Noken telah mendapatkan legitimasi dari 

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu metode pemilu di Papua. 

 

Kata Kunci: Noken, Papua, Mahkamah Konstitusi, Pemilu, Demokrasi 

 

Abstract 

The Constitutional Court has given a policy to guarantee the constitutionality of the 

noken system in the elections legally in Papua through Decision Number 47-

81/PHPU.A-VII/2019 on condition that it does not apply in general, is local and 

concrete, does not violate the principles of honest and fair elections. . Even though 

the noken system has legitimized the implementation of the general election, disputes 

over the determination of vote acquisition still occur because the noken system does 

not apply procedurally democratic practices in Indonesia. Carel Simon Petrus 

Suebu, S.E. filed a request for cancellation of the Decision of the General Elections 
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Commission and the Constitutional Court has decided with a decision Number: 07-

33/PHPU-DPD/XVII/2019 dated 5 (five) August 2019. The ruling is to grant the 

Respondent's exception and declare the Petitioner's request cannot be accepted. The 

purpose of this paper is to provide information to the public about the Noken system 

in Papua in Indonesian democracy, so that the public understands that the 

implementation of the Noken system in Papua does not conflict with the constitution 

and the goals of democracy. The research method used is normative juridical, with a 

case approach to the Constitutional Court Decision Number 07-33/PHPU-

DPD/XVII/2019. The data analysis technique carried out by the researcher is 

through a perspective using normative juridical methods, the legal materials that 

have been obtained are described and connected in such a way that conclusions are 

drawn inductively. The result of the research is that the Constitutional Court 

Decision Number 07-33/PHPU-DPD/XVII/201 does not go out of the way of 

Indonesian democracy because the Noken system has received legitimacy from the 

Constitutional Court as one of the electoral methods in Papua.  

 

Keywords: Noken, Papua, Constitutional Court, Election, Democration. 
 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembahasan mengenai pemilihan umum (pemilu) akan selalu berkolerasi 

dengan demokrasi. Dalam menjalankan praktik demokrasi di negara hukum 

seperti Indonesia harus mengedepankan kepatuhan hukum. Salah satu bentuk 

kepatuhan warga negara dalam konstitusi adalah turut berpartisipasi 

melaksanakan pemilu yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik 

Indonesia dengan menganut asas LUBER yang merupakan akronim dari 

Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia. Kemudian, pada era reformasi 

ditambahkan dua asas yaitu Jurdil yang merupakan akronim dari jujur dan adil. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut UU Pilkada) 

mengatur tata cara pemilihan umum dengan menetapkan asas LUBERJURDIL 

(langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Namun dalam praktiknya, 

dengan beragamnya adat dan kebiasaan setiap daerah di indonesia, asas-asas 

tersebut tidak dapat dilaksanakan disetiap masyarakat secara sama di seluruh 

wilayah Indonesia, sebagaimana sistem pemilihan di Papua yang 

menggunakan sistem noken.1 

Asas langsung memiliki maksud bahwa dalam memilih harus 

memberikan suaranya secara langsung tidak boleh diwakilkan. Asas umum 

memiliki maksud bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat 

harus didaftarkan dan diberikan kemudahan akses dalam memberikan suaranya 

serta ada jaminan suara yang diberikan tidak boleh hilang atau berpindah. Asas 

bebas mengandung maksud bahwa pemilih dalam melakukan pemilu tidak 

boleh dipaksa pihak manapun karena kebebasan menyatakan sikap atau 

keyakinan politik adalah hak asasi manusia. Asas rahasia mengandung makna 
 

1 https://fh.unair.ac.id/penggunaan-sistem-noken-di-papua-sebagai-wujud-pemilihan-kepala-daerah-

yang-demokratis-dalam-perpektif-uud-1945/, (diakses pada 14 Oktober 2021). 

https://fh.unair.ac.id/penggunaan-sistem-noken-di-papua-sebagai-wujud-pemilihan-kepala-daerah-yang-demokratis-dalam-perpektif-uud-1945/
https://fh.unair.ac.id/penggunaan-sistem-noken-di-papua-sebagai-wujud-pemilihan-kepala-daerah-yang-demokratis-dalam-perpektif-uud-1945/
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bahwa tidak boleh pemilih memberitahukan pilihannya kepada orang lain dan 

seseorang atau sekelompok orang juga tidak dibolehkan memaksakan 

pilihannya itu kepada orang lain. 

Sedangkan asas jujur bermakna bahwa dalam melaksanakan pemilu tidak 

ada kecurangan mulai dari proses rekrutmen calon, pernyataan janji-janji 

kampanye, hingga proses kalkulasi jumlah suara. Asas adil memiliki makna 

bahwa pemilih, penyelenggara, dan peserta pemilu harus diperlakukan secara 

adil. 

Tata cara pemungutan suara pada pemilu telah ditetapkan dalam Pasal 

353 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 

yaitu  pemberian suara untuk pemilu dilakukan dengan cara mencoblos nomor, 

nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam 

satu kotak pada surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; 

mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/ atau 

nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/ kota untuk 

Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ kota; dan 

mencoblos satu kali pada nomor, nama, atau foto calon untuk Pemilu anggota 

DPD. 

Papua memiliki karakter sendiri. Tidak mengikuti sistem sebagaimana 

pasal 353 ayat (1) Undang-Undang tentang pemilu, melainkan menggunakan 

sistem noken. Sistem noken merupakan sebuah sistem dalam pemilu di 

wilayah provinsi Papua yang dilakukan secara aklamasi atau kesepakatan 

bersama. Caranya dengan menggunakan noken yang digantungkan pada kayu 

kemudian dijadikan sebagai pengganti kotak suara. 

Kotak suara yang biasanya digunakan untuk menampung suara pemilih, 

digantikan dengan tas noken. Namun tidak seperti di daerah lain pada 

umumnya, pada hari pemungutan suara pemilih bukan mencoblos di dalam 

bilik lalu memasukkan surat suara ke tas noken. Akan tetapi pemilih 

mendeklarasikan—secara langsung maupun tidak—suara yang akan 

diberikannya kepada calon tertentu kepada publik. Kemudian dikongkritkan 

dengan memasukkan surat suara ke dalam tas noken yang disediakan 

penyelenggara. 2 

Sistem pemilu jenis noken memiliki keterkaitan dengan pemimpin adat di 

Papua karena golongan masyarakat tradisional Papua memberikan 

kepercayaan atas suatu keputusan kepada pemimpin suku atau tetua. 

Sistem noken merupakan tradisi masyarakat adat Papua di wilayah 

pegunungan tengah. Hal ini berdasarkan pada apa yang di lapangan, bahwa 

seluruh proses pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil 

Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati di 

wilayah pegunungan Papua tengah dilaksanakan menggunakan noken.3 

Mahkamah Konstitusi telah memberikan kebijakan untuk menjamin 

konstitusionalitas sistem noken dalam Pemilu secara legal di Papua melalui 

Putusan Nomor 47-81/ PHPU.A-VII/2019 dengan syarat tidak berlaku secara 

umum, bersifat lokal dan konkret, tidak melanggar prinsip pemilu yang jujur 

dan adil. Pemilu dengan sistem Noken hanya diberlakukan pada tempat dan 
 

2 Kholilullah Pasaribu, Noken dan Konflik Pemilu Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua (Jakarta: 

Perludem, 2016), hlm. iii. 
3 http://e-journal.uajy.ac.id/7277/2/HK110519.pdf, (diakses pada 11 Oktober 202). 

http://e-journal.uajy.ac.id/7277/2/HK110519.pdf
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waktu yang belum pernah menyelenggarakan Pemilu dengan cara pencoblosan 

langsung oleh pemilih. 

Atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memutus dengan putusan Nomor: 07-

33/PHPU-DPD/XVII/2019 tanggal 5 (lima) Agustus 2019. Amar putusannya 

adalah mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan permohonan 

Pemohon tidak dapat diterima. Penulis kali ini akan membahas tentang 

penerapan sistem noken di Papua dalam demokrasi Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah penerapan sistem noken di Papua selaras dengan demokrasi 

Indonesia (analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07-33/PHPU-

DPD/XVII/2019)? 

 

C. Metode Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis 

normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-

kaedah atau norma-norma hukum positif.4 Jenis ini dipergunakan, mengingat 

bahwa obyek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder berupa buku, jurnal, laporan penelitian atau berita 

yang diterbitkan oleh media yang kredibel. Metode analisis data dilakukan 

secara kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan 

pemikiran logis, analitis, dengan logika induksi atau deduksi dengan 

analogi/intepretasi, komparasi dan sejenis itu.5 Sehingga bahan hukum yang 

telah diperoleh diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa kemudian ditarik 

kesimpulan secara induktif. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Istilah Noken merujuk pada instrumen budaya yang berbentuk tas 

namun multifungsi bagi keseharian masyarakat Papua. Tas ini memiliki ragam 

ukuran disesuaikan dengan fungsinya operasionalnya, misalnya; identitas 

budaya, aksesoris, perlengkapan upacara kematian, gendongan bayi, mas 

kawin, penyimpanan bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, 

penyimpanan dokumen-dokumen penting, dll.6 

Namun sejak tahun 1971 hingga saat ini, Noken telah digunakan sebagai 

alat pengganti kotak suara dalam Pemilu maupun Pilkada, di beberapa daerah 

di Papua. Jika kotak suara pada umumnya mengikuti standar yang ditetapkan 

oleh KPU RI, maka khusus di Papua, kotak suara digantikan dengan tas 

Noken. Belakangan, pada tahun 2009 kebijakan ini dinilai konstitusional oleh 

MK melalui Putusan No. 47-48/PHPU.A-VI/2009 terkait PHPU dari 

Kabupaten Yahukimo. Lalu diperkuat melalui salah satu putusan MK 
 

4 Johnny Ibrahim, 2005, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Edisi Revisi, Bayumedia 

Publishing, Malang, hal. 295. 
5 Tatang A. Amirin, 1986. Menyusun Rencana Penelitian, C.V. Rajawali, Jakarta, hal 95. 
6 Kholilullah Pasaribu, Op. Cit., hlm. 22-23. 
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berikutnya yaitu No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 terkait dengan pelaksanaan 

Pileg 2014.7 

Pemilihan Umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilakukan 

secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk 

memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan 

kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana 

yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain.8 

Menyangkut konstitusionalisme dalam negara demokrasi, Carl J Friedrich 

memandang konstitusionalisme sebagai suatu gagasan bahwa pemerintah 

merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan atas nama rakyat, 

namun tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksudkan untuk 

memberi jaminan bahwa kekuasaan yang dibutuhkan untuk memerintah tidak 

disalahgunakan oleh mereka yang memperoleh tugas itu.9  

Bagi Schumpeter, demokrasi secara sederhana adalah suatu mekanisme 

untuk pemilihan dan memberi kekuasaan pada pemerintah, bukan suatu jeni 

masyarakat dan bukan juga seperangkat tujuan moral – (melainkan) suatu 

mekanisme yang mengandung suatu kompetisi antara satu atau lebih kelompok 

para politisi yang terpilih sendiri, yang terorganisasikan dalam partai politik, 

bagi suara yang akan mencerahkan mereka untuk memerintah sampai 

pemilihan  berikutnya.10 

Secara metodologis, kemenangan suara mayoritas adalah ‘kebenaran’. 

‘Kebenaran’ ini harus diberlakukan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali 

(termasuk minoritas dengan golongan opt-out-putih). Baik rakyat pemilih 

maupun rakyat yang tidak ikut memilih atau abstain dalam proses pemilihan. 

“Kebenaran mayoritas” ini dituangkan dalam berbagai format peraturan 

perundang-undangan atau pertingkatan hukum positif. Artinya, suara 

mayoritas rakyat dijadikan landasan pengambilan hukum sebagai konsensus 

sosial bersama.11 

 

E. Pembahasan 

1. Kasus Posisi 

Carel Simon Petrus Suebu, S.E. sebagai Pemohon mengajukan 

permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional 

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 untuk 

Provinsi Papua. Keputusan Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 

diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Termohon. 

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor: 987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil 
 

7 Ibid, hlm. 23.  
8 Al Araf, Demokrasi Minim Kontrol (Jakarta: Imparsial, 2018), hlm. 21. 
9 Ibid, hlm. 22-23. 
10 Hendra Nurtjahjo, Filsafat Demokrasi (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia, 2005), hlm. 135-136. 
11 Ibid, hlm. 136. 
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Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, 5 Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam 

Pemilihan umum Tahun 2019 juga Berita acara Nomor: 84/PL.03.1-

BA/91/Prov/V/2019 tentang Rekaputulasi Hasil Perhitungan Perolehan 

Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 ada 12 (dua belas) 

kabupaten yang mengunakan sistim Noken/Ikat dan kejadian khusus di 

Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.12 

Atas hal tersebut, petitum Pemohon adalah meminta Mahkamah Agung 

untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor: 

987/PL.01.8.kpt/06/KPU/V/2019, memerintahkan kepada KPU Kabupaten 

melalui KPU Provinsi Papua untuk melaksankan Pemungutan suara ulang 

di 12 (dua belas) kabupaten yang mengunakan sistim tertutup atau 

Noken/Ikat sesuai dengan Juknis PKPU, dan membatalkan seluruh hasil 

perolehan suara Pemilihan umum Anggota DPD Tahun 2019 Povinsi 

Papua, bagi calon-calon yang memperoleh suara melalui sistim 

Noken/Ikat. 

Dalam eksepsi, Termohon mendalilikan bahwa permohonan Pemohon 

tidak jelas dan tidak menguraikan mengenai kesalahan hasil perhitungan 

suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang 

benar menurut Pemohon.  

Kemudian, pada eksepsi di pertimbangan hukum, Mahkamah 

Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon dalam posita tidak 

menyebutkan terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan dalam 

petitum permohonannya juga tidak memohon untuk menetapkan hasil 

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga permohonan 

Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat permohonan sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 

dan angka 5 PMK 3/2018, dan Lampiran II PMK 6/2019. Maka,  

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi 

syarat formil permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan permohonan 

tidak jelas atau kabur beralasan menurut hukum. karena eksepsi Termohon 

mengenai permohonan Pemohon tidak jelas beralasan menurut hukum 

maka eksepsi lain Termohon dan pokok permohonan tidak 

dipertimbangkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan melalui Putusan 

Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/201: 

- Dalam eksepsi: Mengabulkan eksepsi Termohon. 

- Dalam pokok permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak 

dapat diterima. 

 

2. Sistem Noken di Papua Dalam Demokrasi  Indonesia  (Studi Kasus 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019) 

Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 yang diajukan Carel Simon Petrus 
 

12 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/201. 
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Suebu, S.E. menunjukan bahwa peluang sengketa terhadap praktek 

penyelenggaraan Pemilu menggunakan sistem Noken masih ada meskipun 

pemilihan jenis Noken telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagai 

salah satu metode pemilihan yang konstitusional berdasarkan eksistensi 

hukum adat di daerah setempat. Atas permohonan pembatalan Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum tersebut, Mahkamah Konstitusi memutuskan 

dengan Putusan Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/201. Keutusan 

Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pemohon menjadi 

salah satu langkah politis yang melegitimasi sistem Noken dalam 

demokrasi Indonesia. 

Secara filosofis noken mengandung arti kehidupan yang baik, 

perdamaian, dan kesuburan. Sedangkan dalam perspektif bahasa Indonesia 

noken diartikan sebagai tas tradisional Papua yang terbuat dari serat kayu. 

Masyarakat Papua merefleksikan Noken sebagai simbol kehidupan. Pada 4 

Desember 2012 Noken mendapatkan pengakuan dari United Nations 

Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) sebagai 

salah satu warisan budaya dunia. 

Selain itu, Noken juga menjadi sebuah sistem pemilihan umum atau 

pemilihan kepala daerah di Papua. Melalui sistem Noken, pemilih tidak 

dapat langsung melakukan pemilihan melainkan diwakilkan pemimpin 

adat di wilayahnya menggunakan dua mekanisme, yaitu: 1) pilihan suara 

seluruh anggota suku, diwakilkan oleh kepala sukunya masing-masing; 2) 

Noken berfungsi mengganti kotak suara dengan nama kertas suara pemilih, 

dimasukkan dalam Noken yang digantung sesuai jumlah partai atau 

pasangan calon. 

Terkait dengan gagasan penggunaan Noken dalam Pemilihan Umum, 

sampai dengan saat ini belum ada kajian mendalam tentang siapa yang 

mencetuskan ide atau gagasan awalnya. Termasuk juga kelompok suku 

mana yang memulai pertama kali dan tahun berapa mulai digunakan, 

Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana yang menggunakan sistem ini dan 

penyelenggara pemilu siapa yang menyetujui penggunaan Noken dalam 

proses pemilu.13 Namun berdasarkan informasi yang beredar di kalangan 

masyarakat bahwa penggunaan Noken dalam pemilu berawal dari 

spontanitas dan inisiatif dari beberapa orang yang hadir dalam pesta bakar 

batu, sambil bersenda gurau, mendiskusikan, dan menyepakati bagaimana 

kalau surat suara diisi dalam Noken. Ide ini kemudian diterima oleh semua 

orang yang hadir dalam pesta tersebut, lalu selanjutnya didiskusikan terus 

dan disosialisaikan melalui mulut ke mulut hingga ke sebagian wilayah 

kabupaten pegunungan tengah. Akhirnya kepala suku, tokoh adat, dan 

tokoh masyarakat menyetujui pemilihan umum menggunakan Noken.14 

Di Pegunungan Papua, pemilu dilaksanakan secara transparan atas 

dasar kesepakatan bersama yang merangkum keputusan pribadi para 

pemilih. Oleh karena itu, rakyat tidak mempermasalahkan tempat 

pemungutan suara. Pencoblosan surat suara bisa dibuat tempat pemungutan 

suara atau di kantor kecamatan, tetapi hasilnya mesti sesuai dengan 
 

13 Komnas HAM, Kajian HAM Terkait Sistem Pemilihan Dengan Mekanisme Noken dan Ikat Dalam 

Pemilu 2014, hlm. 8. 
14 Ibid. 
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kesepakatan rakyat. Jadi, tidak ada rakyat yang memberontak ketika 

pemungutan suara tidak dilaksanakan di tempat pemungutan suara.15 

Dalam konteks gagasan negara hukum, keberadaan pemilu sebagai 

sarana penyaluran kedaulatan rakyat tersebut harus dijamin berjalan secara 

demokratis.16 Kedaulatan sebagai ekspresi yuridis dari kekuasaan tertinggi 

menjadi kerangka tempat ide demokrasi dapat ditemukan dalam 

‘kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat’ (teori kedaulatan rakyat).17 

Adanya pemerintah yang berdaulat, bukan berarti bahwa kedaulatan 

dimaksud adalah milik pemerintah sendiri, melainkan pemerintah diberi 

kuasa oleh rakyat yang berdaulat dan pemerintah melaksanakan 

kekuasaannya itu atas nama rakyat.18 Idea demokrasi ini disandarkan pada 

kebebasan, kesamaan, dan kehendak rakyat banyak yang diletakkan 

sebagai alat ukur politik.19 

Pemanfaatan noken sebagai sarana penyelenggaraan pemilu bagi 

masyarakat Papua sama dengan kotak suara. Karena surat suara merupakan 

barang berharga, maka masyarakat Papua menempatkannya di wadah 

berharga juga, yaitu Noken. 

Mekanisme dan proses pemilu menggunakan Noken dapat dikatakan 

berbeda dengan prosedural pemilihan nasional yang dilaksanakan secara 

bersamaan di seluruh wilayah Indonesia. Keunikan sistem Noken ini 

merupakan bagian dari kearifan lokal yang patut dihargai dalam sebuah 

negara demokrasi konstitusional. Karena, sebagai negara hukum, Indonesia 

tak hanya memiliki aturan hukum tertulis berupa peraturan perundang-

undangan, tetapi juga memiliki aturan hukum tidak tertulis seperti hukum 

adat. Konstitusi melindungi dan mengakui masyarakat hukum adat beserta 

hak-hak tradisionalnya. Hal itu dikuatkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 

NRI 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-

undang.” 

Ehrlich mengatakan bahwa hukum positif yang baik dan efektif 

adalah hukum yang sesuai dengan living law, yakni yang mencerminkan 

nilai-nilai hidup di dalam masyarakat.20 

UUD 1945 yang telah diamandemen (diubah) empat kali memberi 

arahan bagi hukum adat (yang selama ini sering dikaitkan dengan hukum 

yang hidup di tengah-tengah masyarakat) itu untuk dipertahankan selama 

masih ada dan arahan itu dinyatakan di dalam Pasal 18B ayat (2).21 
 

15 https://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/17470521/Sistem.Noken.dan.Demokrasi?page=all, 

(diakses pada 14 Oktober 2021). 
 

16 Muhammad Fauzan Azim, Pemilu Dan Konstitusiolitas Sistem Noken, Jurnal Penelitian & 

Pengabdian Vol. 1, No. 1, Januari - Juni 2013, hlm. 26. 
17 Hendra Nurtjahjo, Op. Cit., hlm. 55. 
18 Al Araf, Op.Cit., hlm. 12. 
19 Op.Cit., hal. 32. 
20 Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2011), hlm. 29. 
21 Ibid. 

https://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/17470521/Sistem.Noken.dan.Demokrasi?page=all
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Dalam demokrasi, substansi etiknya seringkali hanya harus 

ditundukan pada persetujuan atau kemauan masyarakat saja (teori 

kedaulatan rakyat mutlak) dan ukuran utama untuk itu adalah melalui 

voting (majority principle), sedangkan metode lain yang disebut sebagai 

kompromi mufakat melalui musyawarah, atau konsensus bukan yang 

utama dalam demokrasi.22 Sehingga pada saat kita menegaskan bahwa kita 

memilih untuk menganut sistem demokrasi, pada dasarnya kita telah 

memilih suatu kaedah sistemik dari etika filsafat tertentu, yaitu etika 

filsafat demokrasi (etika demokrasi) yang tentu saja bersentuhan langsung 

dengan salah satu prinsip eksistensial demokrasi, yaitu prinsip suara 

mayoritas yang berdaulat.23 

David Beetham mempertegas pendefinisian demokrasi sebagai sebuah 

cara pengambilan keputusan menyangkut aturan dan kebijakan yang 

mengikat secara kolektif, yang dikenal kontrol oleh rakyat. Menurutnya, 

tatanan yang paling demokratis adalah yang memungkinkan seluruh 

anggota kolektivitas menikmati hak setara yang efektif untuk ambil bagian 

secara langsung dalam pengambilan keputusan semacam itu.24 

Namun demikian, dalam kerangka pengembangan demokrasi dan juga 

perlindungan terhadap hak-hak sipil dan termasuk hak-hak politik warga, 

demokrasi deliberatif itu memiliki keterbatasan dalam makna bahwa tidak 

selamanya mekanisme ini harus diterapkan dalam berbagai sektor 

kehidupan khususnya pada sektor politik.25 Penghormatan atas kebebesan 

individu atau pengambilan keputusan pada ranah yang sifatnya privat tetap 

diberikan kebebasan setiap individu tanpa ada intervensi apalagi paksaan 

dari pihak manapun.26 

Kesepakatan rakyat yang disimbolkan melalui noken mencerminkan 

partisipasi dan emansipasi politik.27 Dengan adanya sistem Noken, 

Indonesia telah melahirkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu 

dan mengimplementasikan sendi-sendi demokrasi berbasis hak asasi 

manusia. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia menyebutkan: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan 

memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui 

pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Hak pilih disebutkan pula  

dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang 

telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005 tentang 

Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan 

Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). 

 

F. Penutup 
 

22 Hendra Nurtjahjo, Op. Cit., hlm. 134. 
23 Ibid, hlm. 135. 
24 Al Araf, Op.Cit., hal. 17. 
25 Nelwan Ronsumbre, “Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal,” 

Sospol: Jurnal Sosial Politik, Vol. 5 No 2 (2019), hlm. 261-276, hlm. 271. 
26 Ibid. 
27 https://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/17470521/Sistem.Noken.dan.Demokrasi?page=all, 

Loc. Cit. 

https://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/17470521/Sistem.Noken.dan.Demokrasi?page=all


 

307 
 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka disimpulkan bahwa 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/201 tidak 

keluar dari jalur demokrasi Indonesia karena sistem Noken telah 

mendapatkan legitimasi dari Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu 

metode pemilu di Papua. Undang-Undang Pemilu menjamin semua orang 

bersamaan kedudukannya, dan tidak boleh ada diskriminasi atas dasar  

race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or 

social origin, property, birth or other status. Hadirnya model pemilu 

menggunakan Noken di Papua menunjukan peran negara dalam memenuhi 

hak masyarakat adat untuk turut berpartisipasi melaksanakan pemilu. 

 

2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam konteks pemungutan dan 

penghitungan suara pada pemilu dengan sistem Noken, maka disarankan 

agar penyelenggara pemilu dengan sistem Noken melakukan transparansi 

ketika pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara untuk mencegah 

terjadinya sengketa pemilu.  
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